SALINAN

KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama harus
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah

Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa  kali diubah  terakhir @ dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70
Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta
Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem
Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah;



12.

13.

14.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2017 Nomor 21);



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10);

17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor
5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2019 Nomor 05), diubah sebagai berikut:



Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 15

Pendaftaran PPDB pada jenjang SMP, meliputi :
a. jalur zonasi 80%;
b. jalur prestasi 15%; dan
c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali 5%.
Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan
ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh
persen) dari daya tampung Sekolah termasuk
kuota bagi :
a. peserta didik tidak mampu;
b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang

menyelenggarakan layanan inklusif; dan/atau
Peserta didik baru yang berasal dari keluarga
ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan bukti
keikutsertaan Peserta Didik dalam program
penanganan  keluarga tidak mampu  dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat
keterangan yang menyatakan bersedia diproses
secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti
keikutsertaan dalam program penanganan
keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).



(5)

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan
ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas
persen) dari daya tampung Sekolah ditentukan
berdasarkan :

a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau
UN;

b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di
bidang akademik maupun non akademik pada
tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat
provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
dan/atau

Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi

merupakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam

dan di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c

paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung

Sekolah.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) huruf a Pasal 20 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 20
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta
didik yang berdomisili sesuai zonasi dari Satuan
Pendidikan paling sedikit sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari total jumlah keseluruhan
peserta didik yang diterima.
Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu
keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu)

tahun sebelum pelaksanaan PPDB.



(3)

(4)

Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan kondisi di
daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan
daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan
belajar masing-masing Satuan Pendidikan dengan
ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

Bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan

antara Kota Depok dengan wilayah

Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, ketentuan

prosentase dan zonasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan
secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Daerah yang wilayahnya berbatasan

langsung.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :

a. jalur prestasi yang berdomisili di dalam dan
di luar zonasi dari Satuan Pendidikan paling
banyak 15% (lima belas persen) dari total
jumlah keseluruhan peserta didik yang
diterima;

b. jalur perpindahan orangtua/wali peserta didik
paling banyak 5% (lima persen) dari total
jumlah keseluruhan peserta didik yang
diterima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan zonasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta

Didik Baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.



Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota  ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 Juni 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 25 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 37

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM




